
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  37  TAHUN  2008 

TENTANG 

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

           

Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan 
hukum yang dilakukan dalam rangka 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 
untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, 
dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta 
menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi 
seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

b. bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan 
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan 
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta 
sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi 
yang  perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan 
guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan 
wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan 
pemerintahan;  

c. bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang 
berkembang dalam masyarakat agar terwujud 
aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan 
yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu 
dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Ombudsman 
Republik Indonesia; 

 
Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK 

INDONESIA. 
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

      
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya 

disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang 
mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik  baik yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 
swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Penyelenggara . . .
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2. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang 
menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan 
melawan hukum, melampaui wewenang, 
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk  
kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan 
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 
menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil 
bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta 
yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh 
Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau 
lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban 
Maladministrasi. 

5. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau 
penduduk yang memberikan Laporan kepada 
Ombudsman. 

6. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang 
dilaporkan kepada Ombudsman. 

7. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan 
saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi 
Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk 
dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka 
peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan yang baik. 

 

BAB II 
SIFAT, ASAS, DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan 
lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, 
serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas 
dari campur tangan kekuasaan lainnya.  

 
 Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya berasaskan: 
a. kepatutan; 
b. keadilan; 
c. non-diskriminasi; 
d. tidak memihak; 
e. akuntabilitas; 
f. keseimbangan;  
g. keterbukaan; dan 
h. kerahasiaan.  
 

Pasal 4 
Ombudsman bertujuan: 
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, 

dan sejahtera; 
b. mendorong penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 
terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme; 

c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala 
bidang agar setiap warga negara dan penduduk 
memperoleh keadilan, rasa aman, dan 
kesejahteraan yang semakin baik; 

d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya 
untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-
praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 
korupsi, serta nepotisme; 

e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran 
hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang 
berintikan kebenaran serta keadilan. 

 

BAB III 
TEMPAT KEDUDUKAN 

 
Pasal 5 

(1) Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara 
Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi 
seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

(2) Ombudsman . . . 
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(2) Ombudsman dapat mendirikan perwakilan 
Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB  IV 
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG  

 
Bagian Kesatu 

Fungsi dan Tugas 
 

Pasal 6 
Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 
pelayanan publik tertentu. 

 

Pasal 7 
Ombudsman bertugas: 
a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam 

ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 
d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri 

terhadap dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 
lembaga negara atau lembaga pemerintahan 
lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja;  
g. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-

undang. 

   Bagian Kedua . . . 


